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Abstract

The goal of this research is to determine how the field officers’ performance affect peoples’ participation on family plannings program (what we call “Keluarga Berencana”) in Enrekang regency, along with all influencing factors.

This research’s type is quantitative research using descriptive approach to describe the field officers’ performance within people’s participation on family plannings program in Enrekang regency along with all influencing factors.

The methods used to collect data were observation, interview with chosen respondents using questionnaires. The populations were all Enrekang’s people accepting the program (family plannings program acceptors). Then they were sampled by using cluster/area sampling method, resulting nine (9) people from each twelve (12) districts in Enrekang regency. 

The final result from this research concluded that the performance of family plannings program field officers (we call it PLKB) within people’s participation in Enrekang regency was inside very good category by scoring 4,38.

A. Pendahuluan
Populasi manusia adalah ancaman terbesar dari masalah lingkungan hidup di Indonesia dan bahkan dunia. Setiap orang memerlukan energi, lahan dan sumber daya yang besar untuk bertahan hidup. Kalau populasi bisa bertahan pada taraf yang ideal, maka keseimbangan antara lingkungan dan regenerasi populasi dapat tercapai. Tetapi kenyataannya adalah populasi bertumbuh lebih cepat dari kemampuan bumi dan lingkungan kita untuk memperbaiki sumber daya yang ada sehingga pada akhirnya kemampuan bumi akan terlampaui dan berimbas pada kualitas hidup manusia yang rendah. Antara 1960 dan 1999, populasi bumi berlipat ganda dari 3 miliyar menjadi 6 miliyar orang. Pada tahun 2000 populasi sudah menjadi 6.1 miliyar. PBB memprediksi bahwa populasi dunia pada tahun 2050 akan mencapai antara 7.9 miliyar sampai 10.9 miliyar, tergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Dengan tingginya laju pertumbuhan populasi, maka jumlah kebutuhan makanan pun meningkat padahal lahan yang ada sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, maka hutan pun mulai dibabat habis untuk menambah jumlah lahan pertanian yang ujungnya juga makanan untuk manusia. Konversi hutan menjadi tanah pertanian bisa menyebabkan erosi. Selain itu bahan kimia yang dipakai sebagai pupuk juga menurunkan tingkat kesuburan tanah. Dengan adanya pembabatan hutan dan erosi, maka kemampuan tanah untuk menyerap air pun berkurang sehingga menambah resiko dan tingkat bahaya banjir.

Gerakan (KB) Keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga berkualitas diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara penurunan angka kelahiran untuk mencapai kesetaraan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan keluarga.

Selain itu juga Program KB bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, melalui berbagai macam alat-alat kontrasepsi. Pertumbuhan penduduk harus dapat dikendalikan agar supaya tidak menimbulkan masalah yang besar di kemudian hari. Permasalahan yang ditimbulkan oleh karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali adalah pengangguran, meningkatnya kriminalitas, kemiskinan, kelaparan dan lainnya.

Dari sedikit penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Program KB sangat dibutuhkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk bukan cuma untuk masa sekarang ini tapi juga untuk generasi yang akan datang.

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai salah satu alat ukur prestasi kerja.

Untuk mencapai sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011, maka perlu menerapkan sasaran kinerja yang ditetapkan melalui komitmen kinerja kabupaten/kota.

Pada indikator komitmen kerja kabupaten/kota, antara BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang sasaran yang ingin dicapai untuk peserta KB Baru adalah sejumlah 9.796 orang yang terbagi atas IUD 124 orang, MOW (metode operasi wanita)  87 orang, Implant 1.233 orang, MOP (metode operasi pria) sejumlah 4 orang, kondom 2.744 orang, untuk jenis KB Suntik 3.994 orang, dan yang terakhir adalah Pil sejumlah 4.358 orang. Demikianlah target peserta KB Baru yang harus dicapai oleh Kabupaten Enrekang, sedangkan dalam pencapaian untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut IUD sebanyak 122 orang, MOW (Metode Operasi Wanita) terdiri atas 85 orang, sedangkan capaian peserta KB baru untuk Implant adalah sebanyak 974 orang, kontrasepsi Suntik sebanyak 3.504 orang, untuk kontrasepsi Pil dicapai 4.043 orang, Kondom 2.638 orang, dan yang terakhir adalah MOP (Metode Operasi Pria) tidak mendapat simpati sama sekali dari masyarakat.

Dengan membandingkan kedua data di atas maka akan terlihat perbedaan antara indikator kerja yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai untuk tahun 2011. Karena tidak ada satu pun target yang bisa dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang. Hal ini mengindikasikan bahwa ada masalah dengan kinerja aparatur pemerintahan khususnya kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) karena mereka adalah ujung tombak pelaksana tugas pemerintahan. Peran petugas lapangan dalam hal ini sangatlah penting karena mereka adalah orang-orang yang langsung bertatap muka dan memberikan pengertian dan pemahaman pada masyarakat.

B. Pengertian Konsep Analisis
Pengertian analisis menurut Chaplin adalah proses mengurangi kekompleksan suatu gejala rumit sampai pada pembahasan bagian-bagian paling elementer atau bagian-bagian yang paling sederhana. (Chaplin, 2009 ; 25)

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya). (Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001).

Analisis juga berarti penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Analisis merupakan penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya atau pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Analisis merupakan sebuah kegiatan untuk meneliti suatu objek tertentu secara sistematis, guna mendapatkan informasi mengenai objek tersebut, sebagai contoh dalam dunia bisnis, pihak manajemen dalam sebuah perusahaan melakukan analisis untuk mendapatkan informasi mengenai target pasar, produk yang akan dibuat, strategi pemasaran dan lain sebagainya. Menurut Ensiklopedi Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Analysis) analisis merupakan proses pemecahan masalah yang kompleks menjadi sub-sub permasalahan agar lebih mudah dimengerti.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa analisis merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mencari informasi yang bersifat dasar (fundamental) mengenai satu atau lebih objek secara sistematis dengan menggunakan metodologi tertentu.

C. Pengertian Konsep Kinerja
Istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau “prestasi”. Dalam studi administrasi publik, kinerja mulai dituntut diukur sejak Woodrow Wilson menekankan aspek efisiensi dalam desain sistem administrasi, dan sejak F. Taylor mendorong pegawai bekerja dengan efisien. Dewasa ini, kinerja diartikan pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil.

Dalam literatur manajemen sumber daya manusia aspek yang ditekankan adalah outcome yang dihasilkan dalam suatu fungsi atau aktifitas dalam waktu tertentu. Hal ini menunjukan bahwa kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai. 

Pencapaian hasil ini sebenarnya dapat dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diperoleh individu (kinerja individu), oleh kelompok (kinerja kelompok), oleh institusi (kinerja institusi), dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan). Kinerja indnvidu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok atau institusi. Dalam penelitian ini menekankan pada peran atau kinerja seorang petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dan dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dalam Program KB. Kinerja kelompok menggambarkan sampai seberapa jauh suatu kelompok telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil sebagaimana ditetapkan oleh institusi. Kinerja institusi berkenaan semua kegiatan pokok sehingga mencapai misi atau visi institusi. Sedangkan kinerja program atau kebijakan berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program atau kebijakan telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut.

Kinerja organisasi mempertanyakan apakah tujuan atau misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi, politik dan budaya yang ada, apakah struktur dan kebijakannya mendukung kinerja yang diinginkannya, apakah memiliki kepemimpinan, modal dan infrastruktur dalam mencapai misinya, apakah kebijakan, budaya dan sistem insentifnya mendukung pencapaian kinerja yang diinginkan, dan apakah organisasi tersebut menciptakan dan memelihara kebijakan-kebijakan seleksi dan pelatihan, dan sumber dayanya.

Kinerja organisasi menggambarkan sampai seberapa jauh organisasi tersebut mencapai hasil ketika dibandingkan dengan kinerjanya terdahulu (previous performance), dibandingkan dengan organisasi lain (bench marking), dan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dan untuk dapat melakukan perbandingan ini atau pengukuran pencapaian tujuan tersebut, dibutuhkan suatu definisi operasional yang jelas tentang tujuan dan sasaran, output dan outcome pelayanan, dan pendefinisian terhadap tingkat kualitas yang diharapkan dari output dan outcome tersebut, secara kuantitatif atau secara kualitatif.

Kinerja proses, sebagaimana dikatakan Swanson (Keban, 2008 ; 211) menggambarkan apakah suatu proses yang dirancang dalam organisasi memungkinkan organisasi tersebut mencapai misinya dan tujuan para individu, didesain sebagai suatu sistem, memiliki kemampuan untuk menghasilkan baik secara kuantitas, kualitas dan tepat waktu, memiliki informasi dan faktor-faktor manusia yang dibutuhkan untuk memelihara sistem tersebut, dan apakah proses pengembangan keahlian telah sesuai dengan tuntutan yang ada. Dan kinerja individu mempersoalkan apakah tujuan individu sesuai dengan misi organisasi, apakah individu menghadapi hambatan dalam bekerja dan mencapai hasil, apakah para individu memiliki kemampuan mental, fisik dan emosi dalam bekerja, dan apakah mereka memiliki motivasi tinggi, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam bekerja. 

Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja.

Secara umum, parameter atau kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja meliputi: 

1. Kualitas kerja adalah adalah rasa percaya diri terhadap kontinuitas dan progresivitas dari pekerjaan yang sedang dilakukan. Mampu memberikan sesuatu yang maksimal bagi organisasi atau kelompok.

2. Kuantitas  kerja, inti dari kuantitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran organisasi dengan baik dan berdaya guna. 

3. Ketepatan waktu mengacu pada kedisiplinan pegawai itu sendiri biasanya mengarah pada, jam datang, jam istirahat, jam pulang, dan saat-saat tertentu jika dibutuhkan.

4. Penghematan biaya merupakan aspek atau faktor yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, kinerja dalam hal ini ditunjukan dalam penggunaan biaya semininal mungkin dan mencapai hasil yang efektif dan efisien.

5. Kemandirian atau otonomi dalam bekerja adalah suatu sikap imdividu yang diperoleh secara kumulatif dalam pengembangan dimana individu akan terus belajar untuk bersikap mandiridalam menghadapi berbagai situasi lingkungan sehingga individu dapat berpikir dan bertindak sendiri.
6. Kerjasama adalah bentuk hubungan dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu.
Menurut Schuler dan Dowling (Keban, 2008, 212) kinerja dapat diukur dari kuantitas, kualitas, kerjasama, pengetahuan tentang kerja, kemandirian kerja, kehadiran dan ketepatan waktu, pengetahuan tentang kebijakan dan tujuan organisasi, inisiatif dan penyampaian ide-ide yang sehat, kemampuan supervisi dan teknis.

Kinerja (performance) adalah  hasil kerja yang bersifat konkrit, dapat diamati dan dapat diukur. Untuk  mencapai kinerja yang baik setiap aparatur harus mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya. Disamping itu  aparatur juga harus menentukan strategi dalam  mencapai tujuan organisasi atau output dari organisasi itu.
Produktivitas pegawai dalam upaya untuk meningkatkan kinerja yang mempengaruhi  efisiensi dan efektivitas  organisasi. Analisis yang mengkonsetrasikan pada kinerja dengan memberikan penekanan pada dua faktor utama yaitu : 
1) Motivasi dari pegawai, 
2) Kecakapan dari pegawai untuk bekerja. 
Pendelegasian wewenang, pengendalian dan pengarahan bawahan/pegawai  perlu disertai dengan motivasi. Hal ini dilakukan agar tindakan perilaku sikap setiap pegawai terarah pada pencapaian tujuan organisasi. 
Pengertian tersebut setiap pegawai harus menyadari bahwa  pekerjaan yang dilakukan membutuhkan suatu hasil. Kinerja itu  dapat pula diartikan sebagai hasil kerja atau kemampuan kerja yang diperlihatkan seseorang, sekelompok orang (organisasi) atau suatu pekerjaan pada waktu tertentu. Kinerja itu dapat berupa produk akhir (barang dan jasa) atau untuk perilaku, kecepatan, kompetensi, saran dan keterampilan (skill) yang specific yang dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dari  organisasi.
D. 
Penilaian Kinerja (Performance Appraissals)
Menurut Kamus Administrasi Publik, pengukuran kinerja adalah “ an evaluation of an employee’s progress  or lack of progress measured in terms of job effectiviness”. Batasan ini lebih menekankan evaluasi kemajuan atau kegagalan dari seorang pegawai. Sedangkan Bernardin dan Russel  mendefinisikan penilaian kinerja sebagai “ a way of measuring the contributions of inviduals to their organization”. Definisi tersebut juga telah lama diungkapkan oleh Chung dan Megginson (Sugiyono, 2008, 124), yang ditekankan dalam batasan ini adalah cara mengukur kontribusi yang diberikan oleh setiap individu bagi organisasinya. Dan tujuannya terdiri atas dua, yaitu memberikan insentif/disinsentif kepada hasil kerja yang dicapai pada masa lampau, dan memberi motivasi terhadap perbaikan kinerja dimasa mendatang. Siagian mengatakan bahwa sistem penilaian kinerja yang baik akan sangat bermanfaat untuk berbagai kepentingan, seperti mendorong peningkatan prestasi kerja, bahan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan, kepentingan mutasi pegawai, penyusunan program pendidikan dan pelatihan, dan membantu pegawai dalam menentukan rencana kariernya. (Keban, 2008 ; 233).
E. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
Guna mengantisipasi tuntutan dan tantangan Program Keluarga Berencana (KB) Nasional, maka sangat diperlukan adanya petugas untuk hal tersebut, yang lebih siap untuk menghadapi perubahan dilapangan. Apalagi pada saat ini masyarakat sudah sangat kritis terhadap perkembangan Program KB Nasional.

Sebagai komitmen dan konsekuensi dari tuntutan dan kritisasi masyarakat tersebut maka instansi terkait dalam hal ini Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengantisipasi hal tersebut yakni dengan menyediakan dan memberikan pelayanan yang dapat menyentuh segenap lapisan masyarakat, khususnya kepada para akseptor (peserta) KB. Salah satu upaya BKKBN tersebut adalah mengembangkan pola operasional dengan menyediakan dan menyiapkan petugas di lini lapangan yang  mampu memposisikan dirinya sebagai bagian integral dari perkembangan Program KB Nasional. Petugas yang dimaksud adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). 

Tantangan dan kendala yang dihadapi para PLKB sangat banyak. Selain masih menghadapi sikap alot dan pameo “banyak anak banyak rejeki”, juga menghadapi kondisi alam desa yang terkadang keras, PLKB sering menghadapi dan harus menetralisir desas desus tentang akibat atau efek samping penggunaan alat kontrasepsi. (BKKBN, 2010, 74).

Adapun tahapan perkembangan peran PLKB dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Posisi PLKB pada dekade 1970, adalah sebagai pelaksana program, sedangkan posisi masyarakat sebagai sasaran atau objek program. (Nurlia, 2004, 21).

Tugas PLKB sebagai pelaksana adalah mendatangi rumah-rumah penduduk, memberi penjelasan dan membuat ibu-ibu percaya atau yakin akan pentingnya Keluarga Berencana dan kemudian memotivasi mereka untuk memakai alat kontrasepsi. (Sri Moertiningsih Adioetomo, 2010, 226).

2) PLKB merupakan tenaga pengelola program yang betugas mengkoordinir dan memfasilitasi seluruh aspek program mulai dari perencanaan kegiatan hingga evaluasi kegiatan, termasuk pengelolaan administrasi kegiatan. Secara berkala atau pada setiap waktu tertentu, PLKB harus melaporkan perkembangan pelaksanaan program di wilayahnya kepada pengawas PLKB sebagai atasan langsung PLKB yang ada di kecamatan. Di samping itu, PLKB juga bertugas sebagai motivator KB di wilayah kerjanya masing-masing.
3) Dalam memasuki era baru, visi Program KB Nasional berkembang dari Norma Kecil Kekuarga Bahagia Sejahtera “NKKBS” menjadi “Keluarga Berkualitas 2015”. Perkembangan itu membawa konsekuensi makin luasnya tugas PLKB dari yang selama ini hanya berkisar pada pelayanan KB dan KS meningkat pada kegiatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi remaja, serta peran pria dalam kegiatan reproduksi. Keadaan tersebut membawa implikasi pada kemampuan para PLKB, sebagai petugas terdepan dalam menanganinya.

F. Kinerja PLKB yang Diharapkan

Sesuai dengan peran PLKB yang telah diuraikan, maka secara garis besar kinerja PLKB yang diharapkan antara lain :

1) Mampu mengidentifikasi dan memobolisasi potensi lokal berdasarkan kondisi dan permasalahan Program KB Nasional masyarakat setempat

2) Rencana kerja disusun untuk memenuhi kebutuhan lapangan berdasarkan analisa data lokal.

3) Rencana kerja dipahami dan didukung oleh mitra kerja dan masyarakat.

4) Adanya upaya intervensi peningkatan kegiatan institusi masyarakat yang mandiri khususnya dalam Program KB Nasional.

5) Adanya dukungan dana dari tingkat desa terhadap kegiatan operasional Program KB Nasional.

6) Adanya kegiatan evaluasi tahunan bersama stakeholder terhadap program yang telah dilaksanakan.

7) Adanya pencatatan dan pelaporan kegiatan Program KB Nasional secara berkala. (BKKBN, 2001, 7).

G. Partisipasi Masyarakat
Untuk mengetahui arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam Program KB di Kabupaten Enrekang, dapat dilihat dari pengertian partisipasi tersebut.

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participant”, yang artinya orang yang ikut ambil bagian atau peserta. “participate” artinya ikut serta mengambil bagian. (Poerwadarminta, 1972; 243).

Participant adalah peserta atau setipa orang yang turut serta dalam suatu kegiatan, sedangkan participation adalah pengikut sertaan yang mengandung arti:

1. Suatu aktifitas untuk membangkitkan perorangan diikutsertakan dalam kegiatan organisasi.

2. Ikut sertanya bawahan dalam kegiatan organisasi.

Dari kedua pengertian tersebut diatas, partisipasi mengandung arti yaitu ikut ambil bagian dalam suatu aktifitas bersama. Seseorang yang ikut ambil bagian dalam suatu aktifitas atau kegiatan berarti yang bersangkutan dapat berbuat atu melakukan sesuatu dan menerima tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Agar seseorang mau ambil bagian dalam suatu kegiatan, kepadanya harus terlebih dahulu ditanamkan suatu rasa yang berupa:

a. Rasa diikut sertakan.

Rasa diikut sertakan ini dilakukan dengan cara mengajak atau menerima tanggapan sebelum suatu kegiatan dilakukan.

b. Rasa ikut memiliki.

Rasa ikut memiliki ini dilakukan dengan cara memberikan penjelasan tentang manfaat suatu kegiatan terhadap kehidupan masyarakat, sebab pada dasarnya apabila seseorang atau kelompok mengetahui bahwa kegiatan tersebut. Memberi keuntungan atau manfaat maka mereka akan penuh kesadaran dan bergairah dalam melakukan kegiatan tersebut 

Apabila kedua perasaan tersebut sudah tertanam pada jiwa setiap orang, maka diharapkan mereka dengan penuh kesadaran akan ikut berperan serta atau berpartisipasi di dalam setiap kegiatan. (Abdul Azis, 2004, 6).

Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

Jadi dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

H. Metode Penelitian

Menurut kamus Webster’s New International, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip; suatu penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu. Di dalam mencari fakta-fakta tersebut, tentu memerlukan metode ilmiah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat sehingga didapat kesimpulan yang bernas. (Melati Fachul, 2007: 3).

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif yang diangkakan misalnya terdapat dalam skala pengukuran (skoring: baik sekali: 4, baik: 3, kurang baik: 2, dan tidak baik: 1).
Dalam penelitian ini digambarkan kinerja petugas lapangan berkaitan dengan dampaknya bagi partisipasi masyarakat dalam Program KB di Kabupaten Enrekang, sehingga hasilnya dapat memberikan rumusan kembali sekaligus sebagai penyempurnaan suatu kebijakan yang diambil atau diimplementasikan dimasa yang akan datang khususnya di bidang pengembangan Program Keluarga Berencana.

Populasi adalah semua nilai baik perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, atau juga karakteristik tertentu tentang suatu subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh akseptor KB di yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Enrekang untuk, yaitu 11.315 orang. 

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik Cluster Sampling atau Area Sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel dengan objek penelitian yang sangat luas, awalnya dengan menentukan kecamatan secara acak, kemudian di kecamatan tersebut ditentukan orang-orang yang akan memberikan data yang juga dilakukan secara acak.
Jumlah keseluruhan yang dapat dicapai adalah 5754 orang, dari dua belas kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang. Untuk sampel dalam penelitian ini diambil sepuluh (9) orang dari masing-masing kecamatan, jadi jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 108 orang.
Guna memperoleh data yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian, maka di tempuh prosedur pengumpulan data melalui teknik studi perpustakaan, kuisioner, observasi, dan wawancara.
Proses analisis data yang diperoleh dari lapangan pada prinsipnya dilakukan bersamaan dengan penyempurnaan data, antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu pada saat pengumpulan data secara tidak langsung dilakukan juga proses analisis data. Hal ini dimaksudkan agar data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dapat langsung dibedakan sehingga mempermudah dalam menganalisis.

Untuk mendukung proses analisis data berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan analisis data menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, khususnya dalam Program KB di Kabupaten Enrekang.

I. Hasil penelitian

Hasil penelitian ini akan disajikan sesuai data yang telah dihimpun dan diperoleh melalui penyebaran angket atau kuisioner tentang kegiatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif yaitu teknik tabulasi, frekuensi, dan presentasi sebagai berikut :

1. Kualitas PLKB

Setiap Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) memiliki klasifikasi pengetahuan tentang Program KB yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Ini bisa disebabkan oleh faktor tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi dan sebagainya. Seberapa besar pengetahuan PLKB akan berdampak pada pelaksanaan tugasnya, termasuk menjelaskan tentang Program KB kepada masyarakat sehingga dapat menimbulkan suatu kesepahaman dan masyarakat bisa tergerak untuk ikut serta dalam Program KB. Sesuai data yang diperoleh melalui kuisioner dari responden, maka kinerja PLKB di Kabupaten Enrekang dapat digambarkan bahwa 81 responden menyatakan bahwa PLKB selalu memberikan penjelasan secara maksimal kepada masyarakat tentang Program KB, frekuensi berikutnya adalah 18 atau sekitar 16,6 % responden menyatakan bahwa dalam menghadapi masyarakat PLKB sering memberikan penjelasan yang baik, 6 responden atau sekitar 5,55 % memberikan tanggapan bahwa PLKB memberikan penjelasan dengan intensitas kadang, selanjutnya 2 orang responden menjawab jarang dan yang paling rendah yaitu 1 orang responden menjawab tidak pernah dengan kisaran 0,92%. Jadi tingkat kualitas PLKB dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat yaitu 500 : 108 = 4,62 atau berada pada kategori sangat baik.

Hai ini dibenarkan oleh pernyataan informan yaitu Sekretaris Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Enrekang yaitu Dra. Latifah Ismail yang mengatakan bahwa “pemahaman yang mantap tentang keluarga berencana merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap PLKB karena tidak mungkin ada masyarakat yang akan mengerti dan tertarik dengan Program KB tanpa penjelasan yang cukup jelas dari PLKB, dengan kata lain tentu saja akan sulit untuk membuat orang lain atau masyarakat  mengerti jika pengetahuan yang dimiliki sangat terbatas ”.

2. Kuantitas PLKB

Salah satu peran PLKB yang harus dilaksanakan adalah melakukan kunjungan untuk kontrol, kunjungan ini dilakukan baik pada calon akseptor maupun kepada masyarakat yang sudah menjadi akseptor KB sebagai salah satu kegiatan pembinaan. Tidak menutup kemungkinan bahwa dari semua PLKB ada yang rajin dan ada juga yang sebaliknya. 

Khusus di Kabupaten Enrekang sesuai hasil yang diperoleh dari seluruh responden, di antaranya 50 orang responden menjawab PLKB selalu melaksanakan kunjungan kontrol di rumah-rumah masyarakat, jumlah ini mencapai 46,29 % dari total 108 responden. Selanjutnya, 42 responden atau sekitar 38,88 % menjawab PLKB sering mengadakan kunjungan. Sekitar 9,25 % atau 10 orang responden menjawab bahwa PLKB di daerahnya, kadang datang berkunjung untuk melakukan kontrol. Berikutnya, 8 orang atau 3,7 % dari total responden menjawab bahwa PLKB di daerahnya jarang mengadakan kontrol. Sedangkan 2 orang yang terakhir menjawab PLKB di daerahnya tidak pernah melakukan kunjungan kontrol. Jumlah ini adalah yang paling sedikit diantara lainnya. Jadi  intensitas kunjungan PLKB termasuk pada kategori 458 : 108 = 4,24 dan berada pada kategori baik.

Fakta ini didukung oleh pernyataan informan yang mengatakan bahwa tingkat intensitas kontrol PLKB dirumah-rumah masyarakat yang telah memenuhi standar mencapai 80%, hal ini dilaksanakan agar Program KB yang sedang dijalankan mendapat kontrol dari PLKB.

3. Ketepatan waktu

Dalam melaksanakan Program KB masing-masing individu atau masyarakat memiliki pemahaman atau pengalaman yang berbeda-beda satu sama lain, mengenai masyarakat yang memiliki keluhan atau bermasalah dengan Program KB yang dijalankan tentu harus menjadi perhatian tersendiri bagi PLKB yang bertugas di daerah itu. Menghadapi hal tersebut setiap PLKB harus dengan segera menyelesaikan masalah tersebut, karena jika tidak, masyarakat akan beranggapan bahwa PLKB tidak memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program oleh akseptor KB dan kemudian tidak simpatik lagi dengan Program KB dan semua usaha pembatasan kelahiran. Oleh karena itu setiap PLKB harus selalu berada diwaktu dan saat yang tepat jika tidak ingin hal seperti ini terjadi di masyarakat. Disinilah akan dilihat tanggapan masyarakat tentang ketepatan waktu dari para PLKB dalam menyelesaikan masalah.   

Sebanyak 74 orang atau 68,51 % responden yang memberikan tanggapan bahwa PLKB selalu tepat waktu untuk datang mengatasi masalah yang terjadi. 20,37 % diantaranya atau 22 orang responden menjawab sering, berikutnya 7 orang responden atau 6,48 % menjawab kadang, 2,77 % atau 3 orang responden menjawab jarang, dan yang terakhir adalah 2 orang responden atau 1,85 % menjawab PLKB di daerahnya tidak pernah memperhatikan ketepatan waktu dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam Program KB. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketepatan waktu dari PLKB termasuk dalam kategori sangat baik, hasil ini diperoleh dengan menggunakan perbandingan antara jumlah skor dan frekuensi, 487 : 108 = 4,50 yang berada di interval kategori sangat baik. 

Sejalan dengan itu informan mengenai masalah ini mengatakan “jika ada masalah ataupun kegiatan yang dilaksanakan PLKB di daerah tugasnya masing-masing. Pejabat atau aparat di kabupaten tidak mengetahui secara pasti tingkat ketepatan waktunya. Namun jika dilihat dari tingkat kehadiran atau ketepatan waktu jika ada panggilan atau rapat di kabupaten, informan mengatakan bahwa PLKB yang memiliki ketepatan waktu yang baik mencapai 95 %. 

4. Penghematan biaya

Anggaran yang disiapkan untuk suatu kegiatan bergantung pada besar kecilnya kegiatan tersebut, berkaitan dengan anggaran yang disiapkan untuk kegiatan PLKB, harus juga memperhatikan penghematan biaya agar kegiatan tersebut bisa berjalan lancar dan tidak berkesan pemborosan atau mubazir. Berikut adalah beberapa tanggapan responden tentang kegiatan PLKB tersebut, di antaranya, 44 orang responden atau 40,74 % memberikan tanggapan bahwa PLKB selalu memperhatikan pertimbangan biaya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di masyarakat, 29 responden atau 26,85 % dari total responden menjawab sering, 24 orang responden atau 22,22 % berpendapat bahwa PLKB kadang memperhatikan penghematan biaya dalam menjalankan tugasnya, 6 responden atau 5,55 % menjawab PLKB jarang melakukan penghematan biaya dan 5 orang responden terakhir atau 4,62 % beranggapan PLKB tidak pernah melakukan penghematan biaya dalam menjalankan tugas. Jadi tanggapan responden tentang kegiatan PLKB di daerahny yang, berkaitan dengan penghematan biaya adalah 420 : 108 = 3,88 dan jumlah ini berada pada kategori baik.

Dari keterangan informan didapat keterangan bahwa PLKB secara resmi tidak mengelola anggaran dari kabupaten atau pemerintah, mereka hanya di berikan alat kontrasepsi atau alkon untuk didistribusikan kepada masyarakat, namun jika ada kegiatan yang dilaksanakan didaerah yang memang membutuhkan anggaran yang terperinci maka PLKB yang secara hemat dalam menggunakan anggaran adalah sekitar 70 %.

5. Kemandirian atau otonomi dalam bekerja

Dalam sebuah tanggung jawab terhadap pekerjaan terdapat hal-hal kecil yang turut mempengaruhinya, termasuk di dalamnya kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan, jika setiap PLKB memiliki kemampuan, pengalaman dan motivasi yang tinggi maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan tanpa harus diatur dan diperintah atasan, hal ini bukanlah sebuah tindakan yang dilakukan tanpa perintah dari atasan, tapi adalah kegiatan yang harus dilakukan karena PLKB tersebut sudah tahu apa yang harus dilakukan berdasarkan pengalaman di masyarakat. Berikut ini adalah kemandirian atau otonomi dalam bekerja dari PLKB menurut tanggapan masyarakat atau responden, yang menunjukan tentang kegiatan PLKB mengungkapkan bahwa tanggapan masyarakat tertinggi berada pada jawaban selalu yaitu 79 orang atau 73,14 %. Berikutnya adalah jawaban sering dengan persentase 14,81 % atau 16 orang. 6 orang responden atau 5,55 % menjawab kadang-kadang PLKB bertindak tanpa di perintah atasan, di tempat selanjutnya adalah tanggapan masyarakat dengan jawaban jarang, artinya PLKB jarang bertindak jika tidak diperintah atasan, jumlah tepatnya adalah 3,7 % atau 4 responden, dari semuanya hanya 3 responden atau 2,77 % berpendapat bahwa PLKB tidak pernah bekerja secara mandiri. Maka kemandirian atau otonomi dalam bekerja berada pada kategori sebagai berikut, 488 : 108 = 4,51 dan hasil tersebut berada pada kategori sangat baik.

Sedangkan data dari informan mengatakan bahwa jika dilihat dari pemahaman PLKB tentang tugas dan tanggung jawabnya serta motivasi atau dorongan untuk mencapai hasil terbaik maka PLKB yang bekerja tanpa harus diperintah itu mencapai 90 %. 

6. Kerjasama 

Kerjasama antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal pelaksanaan tugas PLKB diperlukan kerjasama dengan beberapa pihak, misalnya puskesmas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, agar hasil yang dicapai lebih efektif, yaitu berupa bertambahnya pengetahuan tentang Program KB dan berdampak pula pada jumlah akseptor KB. Sebanyak 78 responden atau 72,22 % berpendapat bahwa PLKB di daerahnya selalu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, sementara itu 18 responden atau 16,66 % dari total responden memberikan tanggapan bahwa PLKB sering melakukan kerjasama, sedangkan untuk jawaban kadang terdapat 7 orang responden atau 6,48 %, berikutnya 3 responden atau 2,77 %, dan yang terakhir yaitu 2 responden atau 1,85 % untuk masyarakat yang memberikan tanggapan bahwa PLKB di daerahnya tidak pernah melibatkan pihak-pihak terkait atau bekerja bersama untuk kelancaran tugas dan tanggung jawabnya. Maka kategori kerjasama menurut masyarakat adalah 491 : 108 = 4,54 dan hasil tersebut termasuk dalam kategori sangat baik.          

Informan mengatakan bahwa kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini puskesmas dan rumah sakit merupakan sebuah keharusan karena tidak semua hal mengenai  keluarga berencana bisa dilakukan oleh PLKB, contohnya tindakan medis seperti pemasangan spiral, operasi vasektomi dan tubektomi yang menjadi tugas dari rumah sakit. Maka dari itu PLKB yang melakukan kerjasama denga pihak terkait mencapai 100 %.

Hasil analisis pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) terhadap partisipasi masyarakat dalam Program KB di Kabupaten Enrekang secara keseluruhan dapat terlihat besar kecilnya faktor yang mempengaruhi kinerja PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) terhadap partisipasi masyarakat dalam Program KB di Kabupaten Enrekang. Nilai tertinggi diperoleh dari kualitas PLKB itu sendiri dalam memberikan pemahaman pada masyarakat, faktor ini mendapat nilai 4,62. Selanjutnya adalah faktor kerjasama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di masyarakat dan memiliki nilai 4,54, di tempat berikutnya adalah faktor kemandirian, yaitu bagaimana cara PLKB melaksanakan tugasnya, faktor ini memperoleh nilai 4,51, sedangkan untuk faktor penghematan biaya mendapat nilai 4,50, dari segi faktor kuantitas memperoleh nilai 4,24, faktor ini menyangkut intensitas kontrol PLKB di masyarakat. Dan yang terakhir adalah faktor ketepatan waktu yang mendapat nilai 3,88  nilai ini adalah nilai yang paling terendah diantara faktor-faktor lainnya, namun masih termasuk dalam kategori baik.

Dari hasil akumulasi nilai-nilai faktor diatas maka diperoleh nilai rata 4,38 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dari hasil itu pula dapat diperoleh kesimpulan bahwa  kinerja PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) termasuk dalam kategori sangat baik.

J. 
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kinerja PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) terhadap partisipasi masyarakat dalam Program KB di Kabupaten Enrekang memperoleh nilai 4,38 dan berada pada kategori sangat baik.

2. Kinerja PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) terhadap partisipasi masyarakat dalam Program KB di Kabupaten Enrekang dipengaruhi oleh faktor kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, penghematan biaya, kemandirian atau otonomi dalam bekerja, dan kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

Azis Abdul, 2004, Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan Hak-Hak Atas Tanah.
BKKBN, 2010, Program KB Files, KB Untuk Semua, Jakarta.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2005, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta.

Chaplin, James P, 2009, Kamus Lengkap Psikologi, Rajawali Pers, Jakarta.

Darmono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997.
Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2009, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta.
http://en.wikipedia.org/wiki/Analysis

http://plato.stanford.edu

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001 Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Balai Pustaka, Jakarta.
Keban, Yeremias T. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Isu, dan Teori, Gavamedia, Jogjakarta, 2008.
Masnur Masclich, 2009, Bagaimana menurut Skripsi, Bumi Aksara, Jakarta.

Melati Ferianita Fachrul, 2007, Metode Sampling Bioekologi, Bumi Aksara, Jakarta.
Nurlia, 2004, Peranan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Dalam Meningkatkan Pembinaan Keluarga.

Nurul Zuriah, 2009, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori – Aplikasi, Bumi Aksara, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S, 1972, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Rukanda Agus dkk, 1990, Materi Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Efektif Terpilih Untuk Tenaga PPLKB dan PLKB, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Administrasi, CV. Alvabeta, Bandung.

Aditomo, Sri Moertiningsih dkk, 100 Tahun Demografi Indonesia, Mengubah Nasib Menjadi Harapan, BKKBN, 2010.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga.

Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga.
















109
112
111


